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KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 607 /[ UM/ 2020

TENTANG

PENOMORAN KENDARAAN DINAS PEJABAT SIPIL
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

(V8

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa dalam rangka tertib administrasi Penomoran
Kendaraan Dinas Pejabat Sipil Tingkat Provinsi
Kalimantan Barat, maka perlu dilakukan penataan plat
nomor kendaraan dinas pejabat sipil;

bahwa untuk melaksanakan penomoran sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan
terkoordinir, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka Penomoran Kendaraan
Dinas Pejabat Sipil Tingkat Provinsi Kalimantan Barat,
perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan,;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indcnesia Nomor 5025},

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomorl125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5166};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Iindonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5579},



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA .

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2012
tentang Registrasi dan [dentifikasi Kendaraan Bermotor;

Ln

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tehun 2019 Nomor 11, Tambahan
| embaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor S

7 Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang
Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019
Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Penomoran Kendaraan Dinas Pejabat Sipil Tingkat Provinsi
Kalimantan Barat, dengan ketentuan menggunakan kode
wilayah registrasi kendaraan bermotor huruf KB, tanpa huruf
seri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pelaksanaan Penggantian, pengurusan dan / atau
pembuatan nomor kendaraan dinas pejabat sipil
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
dikoordinasikan dengan Kantor SAMSAT Wilayah I Pontianak,
paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal
ditetapkannya Keputusan ini.

Biaya penggantian pengurusan dan / atau pembuatan Nomor
Kendaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA,
diatur dengan ketentuan :

a. Untuk Kendaraan Dinas Pejabat Sipil di Lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri
dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah,
Kepala Biro Umum dan Pool / Pelayanan Tamu
dibebankan pada Anggaran Biro Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

b. Untuk Kendaraan Dinas Pejabat Sipil pada Dinas / Biro /
Badan / Kantor / Unit Kerja / Instansi Vertikal /
Lembaga Non Kementrian, dibebankan pada Anggaran
Dinas / Biro / Badan / Kantor / Unit Kerja / instansi
Vertikal / Lembaga Non Kementrian masing-masing.
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KEEMPAT

KELIMA

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan
Gubernur Nomor 158 / HUMPRO / 2018 tentang Penomoran
Kendaraan Dinas Pejabat Sipil Tingkat Provinsi Kalimantan
Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 13 dow 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 587 /UM / 2020
PENOMORAN KENDARAAN DINAS PEJABAT SIPIL TINGKAT PROVINSI

KALIMANTAN BARAT

DAFTAR PENOMORAN KENDARAAN DINAS PEJABAT SIPIL
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

|
No. Nama Nomqr '
Polisi
1 2 3
| 1. | Gubernur Kalimantan Barat KB1 |
| 2. | Wakil Gubernur Kalimantan Barat | KB2 |
| 3. | Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat . KB3 ‘
' 4. | Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat KB4 |
|
5. | Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat KB 5 ‘
| 6. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat KB 6 !
7. | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Barat KB7 |
' 8. | Istri Gubernur Kalimantan Barat KB 8 :
| |
| 9. | Istri Wakil Gubernur Kalimantan Barat KB 9 ‘
| 10. | Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia KB 10 |
| 11. | Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat KB 11 |
! I
| 12. | Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat KB 12 |
13. | Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat KB 13
14 | Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan KB 14
| Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi
| 15: v KB 15 |
: | Kalimantan Barat |
‘ Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi i
| 16. . KB 16
! Kalimantan Barat |
1
17. | Asisten Administrasi dan Umum Sekda Provinsi Kalimantan Barat KB 17 |
Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan
18. ! . KB 18
Provinsi Kalimantan Barat
Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Ekonomi Provinsi
19. | . . KB 19
| Kalimantan Barat l
_'_ Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia | :
20. L . | KB20 |
_- Provinsi Kalimantan Barat ! !
1 21. | Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat | KB 21
i 22. | Inspektur Provinsi Kalimantan Barat KB 23
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
23. | : KB 24
| | Kalimantan Barat
04| Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan KB 25 |

| Barat




24. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat - KB 26

Kepala Dinas Perumahan Rakvet dan Kawasan Permukiman

_2_0' Provinsi Kalimantan Barat - - - __RB =
.. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ‘Provinsi .
26. KB 28
Kalimantan  Barat N
i
57 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pela‘, anan Terpada Satu KB 929

Pmtu Provms1 Kahme}nt{m Barat

b ois | kebala Dinas Pemberdayaan Pere mnuan dan Perlmdungam Analk — T
| 28. KB 30
Provinsi Kalimantan Barat

Kepala Dinas Pemberdavaan Masvarakat dan Desa Provinsi | m—
29. . KB 31
o Kalimantan | Barat - S ]
K a !
30. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kear sipan .n Provinsi Kalimantan KB 34
. Barat S — . (R
31.  Kepala Badan Pendapatan Daerah Provin si Kalimantan Barat KB 35
__,; . Ke_péglialaksaﬁa Badan Penanggulangaﬁ_Béncana D;e_l‘ah 1 o .
32. KB 36
o Provinsi Kalimantan Barat S -
33.  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat KB 37
_h - Kepala Dinas Pertanian ’g;aman _Pa;lgan Z:laz H_extlkﬁura— ol .
34 KB 38
| PI‘OVl"lSl Kalimantan Barat - - - |
Kepala Dinas Pangan, Petemakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
35; KB 39
 Kalimantan n Barat - -
36. Kepaia Dinas Lingkungan I—hdun dan Kehutanan Prov1n31 KB 40
' Kalimantan Barat
37. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat - KB4l
38.  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat KB 42
] ie?aia Dmas 5&&&@ dan I\ebudgaan Prownsl Kahmantan . . _ . -
39. KB 43
" Bgat . N
40. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat KB 44
| | —Ige};;a_l_a Dinas Energ1 dan Sﬁmoer Daya Mm?ral P;o;/m& I
41. KB 45
~  Kalimantan E Barat o - L
i ; I
40 Kepala Dinas Permdustma.n dan Perdagangan Provinsi (ahmantan KB 46
~~ Barat - ) - B
o | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi oy i
43 KB 47
o _Kahmantan Barat . - o
| 44 | Kepala Badau Keuan gan dan Aset uaerah Provinsi Kahmantaf} KB 48
| Barat - -
Kepala Dinas Tenaga Kerja dar Transm:tgta& Prov1n31 Kanmantan
45, KB 49
(Barat _ Y e e o
46. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat KB 50



47, | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat KB 51

Kepala Dinas kepemudaan Olah Raga dan Parzw1saia Provinsi ] o
48, KB 52
K_al_1_ma_ntan Barat ) I
49 Kepala Dinas Kopera51, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi KB 53
' | Kalimentan Barat L 5
50. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat KB 54
51. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Barat - KB 55
_52_"gei<reta_ns homlsl—Pem111I_1§1 Umum f)é;.h_fjlj()v;s; Kglr;a_n:an_ _ KB ;7
B = — . I S
53 Direktur Rumah Sakit - Umum Daerah dr. Sudarso Provms1 . kR 58
5% KalimantanBarat .o
54. | Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat . KB 59
55.  Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat KB 60
56. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat KB &6l
j _IZepglaEln;; Eeiﬁzn;illd—w&a,n dan Catatan Slpﬂ vam;_- D e , -
. KB 62
= Ka_lupantan Barat S
58 ' Kepala Biro Pengadaan Barang dan J asa SeLda Prov1ns1 . KB63

.K?_l_nzlariaﬁBafat_ N I o I

59.  Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat KB 64

- Kepala Biro Orgamsa& Setda Provinsi Kalimantan Barat . KB65
61. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat . KB 66
. Ke;_)z_ilé_léiro_ Adr_r_lini—stra&_‘,-i-_P_ir_npinan—SeEi_ét Provinsi K_a_lim_amta]_:l R , - . o
62. | KB 67
~ | Bagat S I -
. Kepala Kantor W 11ayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi _
| . KB 68
" | Kalimantan i Barat _ e .
64 Kepala Badan Koordinasi Keluarga , Berencana Nasmnal Provinsi KB 69
_|KelimantanBarat ==~ B
65. | Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi Kalimantan Barat . KB 70
66. | Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat KB 71
67. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat KB 72
68. Rektor Universitas Tanjungpura KB 73
69 Kepala Biro Adm1n1stra31 Pe_z:n_bangunan S_et_&a_ Provm& Kahmantan_ | ;B;

Barat



ormatika Provinsi Kalimantan

KB 75

KB 77

' Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan

70, Kepala Dinas Komunikasi dan Inf

+ ' Barat

71 Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat
72.

S

73. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

%

“QUTARMIDJI



